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BAB Il

- | KAJIAN PUSTAKA

Iééda bab ini penulis akan mengulas kajian pustaka yang mencakup landasan teori,

ellﬁan terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teori berisi tentang teori-

:%WH

J,_ncﬁuam buedeyqg ‘|

ggs di
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Qe1d|
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| yang dianggap relevan dengan analisis yang akan dilakukan penulis saat ini. Lalu

e yeibe

S nJu1nya penelitian terdahulu yang berisi tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya yang

as_ney

dapat éigunakan sebagai bahan acuan dan bahan pembanding oleh penulis.

pun-6uepBn 16

Iéada pembahasan akhir terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan

Due

ap&?kan penulis agar lebih mudah memahami hubungan antar variabel yang diteliti.

S!]HSD_E/UEX ynan

§Sehin§}}ga dari hasil yang ada dapat ditarik hipotesis penelitian yang dapat disebut

ékesim@ulan sementara dari masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

3 L

“A. Landasan Teoritis

3 1. Teori Keagenan (Agency Theory)

% Jensen dan Meckling, (1976:308) mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan
gke geRan atau kontrak yang terjadi ketika satu individu atau lebih (principal)
%memp*ekerjakan orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa yang melibatkan
5

Opende{egasmn wewenang untuk pengambilan keputusan atas nama principal. Kenyataan

KT ]

bahwa agent tidak selalu bertindak demi kepentingan principal membuat principal
membatasi penyimpangan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang tepat bagi
agent=melalui pengeluaran biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi aktivitas
penyi@pangan yang dilakukan oleh agent. Berikut adalah agency cost yang perlu

dikel(rkan oleh principal :

= 13
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(1) Monitoring cost

Biaya yang muncul dan ditanggung oleh principal untuk memantau perilaku agen,

—

-Esepert'funtuk mengukur, mengobservasi, dan mengendalikan perilaku agent, seperti audit

eJe)

Zlaporaf keuangan, menyusun aturan operasional, kompensasi managemen, dan lain-lain.

é ‘:%) (?) Bonding cost

2 % Biaya yang dikeluarkan oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi prinsip keagenan
%y%g akan dijalankan demi kesejahteraan principal. Hal ini juga sebagai bentuk jaminan
%b%wakeputusan yang diambil oleh agen untuk principal adalah untuk best interest of the
%p%nuples. Contohnya biaya untuk menyusun laporan keuangan yang regular untuk investor
S

%xatgu k?éditor. Bonding cost juga mencakup perjanjian agar manajer tidak memberikan
grahasm perusahaan ke pihak ketiga.

é" (S)L Residual loss

§ $edangkan residual loss adalah pengorbanan yang timbul sebagai hasil dari perbedaan
g*antarakeputusan yang diambil oleh agent dan principal, yang mengakibatkan berkurangnya
gkemakmuran prinsipal. Contohnya menurunnya tingkat kesejahteraan pemegang saham
gkaren%tindakan manager yang melanggar aturan.

éedangkan teori keagenan menurut William R. Scott (2015:358) menyatakan bahwa

ueyingaAua

cteori keagenan merupakan salah satu cabang dari teori yang mempelajari hubungan kontrak

agquw

ﬁuntulémemotivasi agent agar bertindak secara rasional atas nama principal ketika
kepenﬁngan agent bertentangan dengan kepentingan principal. Sebagai contoh, manajemen
terkadang mementingkan kepentingan pribadi untuk mendapat kompensasi yang besar,
sementara pemegang saham melakukan investasi karena menginginkan tingkat
pengeﬁqbalian yang tinggi. Dengan demikian tercipta konflik kepentingan antara pemegang

saham’lan manajemen perusahaan. (conflict of interest).
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Menurut Eisenhardt (1989:58) Teori keagenan adalah teori yang berkaitan dengan

penyelesaian dua masalah yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Yang pertama

—_

cadalah®masalah keagenan yang muncul ketika (a) adanya kepentingan dan tujuan yang

eJe)

2bertentangan (conflict of interest) antara principal dan agent dan (b) sulit atau mahalnya bagi

gp&incipal untuk dapat memverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan oleh agent. Masalahnya
gdl?é ni adalah principal tidak dapat memastikan bahwa agent telah berperilaku dengan tepat.
%Pgmasalahan kedua adalah risiko pembagian yang muncul ketika principal dan agent
%mémﬂﬂq persepsi yang berbeda mengenai risiko. Masalahnya disini adalah principal dan

]

Jn

agent fhemiliki tindakan yang berbeda karena preferensi risiko yang berbeda.
(e -

Hubungan antara teori keagenan dengan praktik penghindaran pajak terjadi karena

1Ny eAuey yn

“para pemegang saham menginginkan manajemen untuk mengatur laporan keuangan yang

%mengqntungkan bagi para pemegang saham, sehingga manajemen cenderung melakukan

w e

opraktikpenghindaran pajak (Anggraeni dan Oktaviani, 2021).

Tedri Perilaku yang Direncanakan (Theory of Planned Behavior)

Menurut Ajzen (1991:181) Teori perilaku yang direncanakan adalah niat individu

usw uep ueypypniued

éuntukjmelakukan perilaku tertentu. Niat diasumsikan sebagai faktor pendorong yang

§memp§ngaruhi suatu perilaku. Hal ini menunjukkan sejaun mana seseorang bersedia

inqg

wns

berusgtta dan seberapa keras upaya yang akan mereka lakukan untuk melaksanakan perilaku

BETe

tersebut. Semakin kuat niat untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar kemungkinan
tingkat kinerjanya.

Menurut Ajzen (1991:188) Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi teori perilaku yang
direnganakan, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

Faktoﬁ)ertama adalah sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior) yang mengacu

pada Sejauh mana individu tersebut mendapatkan penilaian yang baik dan respon positif atas

15
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perilaku yang telah dilakukan. Fakor kedua merupakan norma subjektif (subjective norm)

yang (mengacu pada tekanan sosial yang didapatkan seorang individu saat mengambil

ckeputusan untuk melakukan perilaku tertentu. Sehingga dengan adanya pihak ketiga dapat

eJe)

2menjadi penentu atau penghambat suatu individu dalam berperilaku. Faktor ketiga adalah

gp%sepsi kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control) persepsi individu terhadap sulit
gat%zu tidaknya melakukan perilaku yang diinginkan. Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui
%k&;erbatasan individu dalam melakukan perilaku tertentu.

% 2 Keterkaitan antara teori perilaku terencana (theory of planned behavior) dengan
%peé%ghmdaran pajak adalah bahwa niat individu untuk melakukan suatu perilaku dapat
> C

%xménjadi pemicu dari perilaku yang sebenarnya dilakukan oleh individu tersebut. Hal ini
gmencakup niat individu untuk melakukan penghindaran pajak, yang bertujuan untuk

B} Ul

mengurangl beban pajak dengan memanfaatkan area abu-abu (grey area).

3. Pajak
a. Definisi Pajak

Pajak berasal dari Bahasa Latin “Taxo” yang berarti iuran wajib yang harus dibayarkan

Wl uep ueywnjueousw edu
U

akyat demi kesejahteraan dan kepentingan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 28

ahunc2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

eyingsAus

3,

moleh arang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

wn

aidak ‘m:endapatkan imbalan secara langsung dan digunakan.

Menurut Chandra dan Afrianti (2017) Pajak adalah sumber anggaran yang
berkontribusi sangat besar bagi perkembangan suatu negara dan merupakan iuran yang
bersifat wajib dan berfungsi sebagai sumber dana yang penting bagi operasional negara.

Mefinisi pajak menurut, Prof. Edwin R. A Seligman (2006 : 2), “Pajak adalah
sumbafigan wajib dari seorang individu kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran yang timbul demi kepentingan bersama, tanpa menunjukkan manfaat pajak
secaragdlangsung kepada seorang individu.”

16
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Definisi pajak menurut, Mr. Dr. NJ. Feldmann (2006 : 2), “Pajak adalah prestasi yang
dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang
diteta@nnya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk
—menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”
Q

9 =~

) 2}

3 =1

@b. Tarif Pajak Penghasilan

3+ 3

“§_ o Igenurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023
o 5 X

§P§al Zditetapkan tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang diberlakukan pada penghasilan
%k@a p:_jajak wajib pajak dalam negri dan bentuk usaha tetap. Tarif ini berlaku untuk tahun
=

gpﬁak 2020 dan tahun pajak 2021, serta mulai berlaku kembali pada tahun pajak 2022, sesuai
£3 3

Sdehgarf ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang
2 a o

)] =

EHSer_}']isasi Peraturan Perpajakan.

= S

o 3

=.c. Cli-ciri Pajak

z S

g Cgi-ciri pajak menurut Tjahjono dan Husein (2009) adalah sebagai berikut :

@ x

1) Meg‘urut UU dan peraturan perpajakan, pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat
maé)un pemerintah daerah).

) Manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh tiap individu pembayar pajak
na;’SUn manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat umum (contohnya :
pein:bangunan jalan, infrastruktur, dan lain-lain).

(o
3) Pemyelenggaraan pelayanan pemerintahan secara keseluruhan merupakan kontra prestasi
)

:1aqU4RS ueyIngaiuaw uep uexwiniu

=
daggnegara.
o
4) Pagk diperuntukkan bagi pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin pemerintah dan
peﬂeluaran untuk pembangunan, jika masih surplus dapat digunakan untuk public
o
invéstment.
&
(5) Puligutan pajak disebabkan adanya keadaan maupun kejadian yang memberikan
()
kedbidukan tertentu kepada seseorang.
(6) Pajak juga dapat mempunyai tujuan selain budgetair (mengatur).

17
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®

d. Fungsi Pajak
@nurut Indriastuti et al (2020) peran pajak sangat penting untuk membiayai aktivitas

- I
cnegaras terutama dalam melaksanakan pembangunan karena pajak menjadi sumber
(o)

eJe)

Lgpenda-ygatan negara yang digunakan untuk membiayai segala pendanaan pembangunan. Pajak
gmgmil%i beberapa fungsi pokok, yaitu :

g 1é(l)j:;Fungsi Anggaran (Budgetair)

%' EE P@ak mempunyai fungsi untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain
?Ejfuf sigpajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai
%pe%ge%aran negara, termasuk belanja sehari-hari dan pengeluaran untuk pembangunan.
> C

gPa!?ak %igunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti belanja barang, belanja
) =}

%egawg'}, belanja pemeliharaan, dan belanja lainnya. Sedangkan pengeluaran untuk
5 o

é’bemba%r‘gunan seperti pembangunan jalan dan infrastruktur.

% (Z)ijungsi Mengatur (Regulerend)

g; Fg'ngsi pajak yang kedua adalah regulasi, yang berarti pemungutan pajak dilakukan
zﬁebagg:instrumen untuk menerapkan kebijakan negara pada sektor ekonomi dan sosial guna
gtercapainya tujuan-tujuan negara yang tidak hanya terbatas pada aspek keuangan. Fungsi
%menggur (regulerend) mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan

uedINg

[ §
stabil&s. Contohnya : pemberlakuan tarif progresif (sebagai alat redistribusi pendapatan),

w
embgilakuan bea masuk yang tinggi pada barang impor dengan tujuan melindungi produksi
=

“dalarrgrjegeri, dan pengenaan jenis pajak tertentu dengan tujuan untuk menghambat gaya

JSQOUJI']S

]
hidupinewah.
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(3) Fungsi Stabilitas

@ak mempunyai fungsi stabilitas yang berarti pemerintah memiliki dana untuk

—_

Cmelakﬁﬂ.émakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga untuk mengendalikan

w Byedey
=1
Q
2
QJ
w g3d
S
=
D
Z

(4)§i:ungsi Redistribusi Pendapatan
™
;ajak mempunyai fungsi redistribusi pendapatan yang berarti pajak berperan sebagai
(9]

uBtuk mendistribusikan pendapatan negara kepada masyarakat melalui berbagai

elbeqgas diznbuas

jab)

Mls

|Jaﬁin pembangunan dan kebijakan lainnya. Artinya, pajak yang telah dipungut oleh

9S neje u
~

]

@Jepuglﬁun@ma e1d1) yeH

ar

nJn
>

|gunakan untuk membiayai segala operasional negara, termasuk pendanaan proyek

Ay

efie
e
b‘u%jum
Yep 5@519

bamgunan untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pemasukkan

QD
wn
<
D
wgoju|
=
8

Byne

Pe baglan Jenis Pajak

fenurut Golongan

Eueauam edae) Ul sgm

enu S|t| Resmi (2016) pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

aleﬁmmaw\)i

pUeyw

Pajak Langsung, merupakan pajak yang ditanggung secara langsung oleh individu atau

Ul ue

entltas_yang bersangkutan, tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga, dan dipungut secara

erkaﬂ Contohnya : pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan dibebankan dan

>11n8_a/<ua

dltan%ung sendiri oleh pihak terkait yang menerima penghasilan tertentu.

wns_ue

)EPajakg'ldak Langsung, merupakan jenis pajak yang dapat dikenakan kepada pihak ketiga,
pajak&dak langsung dipungut saat terjadi peristiwa atau hal lain yang menyebabkan
terut%nya pajak. Contohnya : pajak pertambahan nilai (PPN) yang terjadi karena adanya
pertatg)ahan nilai pada barang maupun jasa. Pajak ini dibayarkan oleh pihak yang menjual

barang(produsen), namun dapat dibebankan juga kepada pembeli baik melalui kenaikan

S
hargailal barang atau jasa secara langsung maupun tidak langsung.
g.
x
E”S
= 19
@
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Terdapat tiga hal penting untuk menentukan apakah suatu pajak dapat dianggap

sebag@najak langsung atau tidak langsung dari segi ekonomi, yaitu melalui pemeriksaan

—_

: u
;_ketigaiblemen dalam kewajiban pemenuhan pajak tersebut. Berikut adalah tiga elemen

%
@
o
8d

e

il)l%mungut pajak adalah individu yang secara hukum diwajibkan untuk membayar

A

E

52 g

%Q:é [?Jak

g' §(2)|:E£nanggungjawab pajak merupakan individu pertama yang menanggung beban pajak.
e E(3)F§enanggungjawab pajak merupakan individu yang secara hukum harus memikul
g2 @

53, pajak.

o C o

5% 3

S 2 Apabilaseseorang memenuhi ketiga unsur di atas, maka pajak yang dikenakan disebut
c )

gPajak gangsung. Namun, jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada lebih dari satu individu,

maka Eajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.
=

uesuaw edue

x
Menurut Sifat
Q

u

(9]
enurut Siti Resmi (2016), sifat pajak terbagi menjadi dua yaitu :

Eémru

Pajak Subjektif, merupakan pajak yang diterapkan dengan mempertimbangkan situasi

=
individu dari Wajib Pajak yang menjadi subjeknya.

s upyingakualluep u

(o g
Cont(ﬁ- : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang

S
ribag. Besarnya Pajak Penghasilan tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak

Ja_gum

7
(statugyperkawinan, jumlah anak, maupun tanggungan lainnya).
)
2 Pajak;bjektif adalah pajak yang penerapannya mempertimbangkan karakteristik objeknya,
=y
baik &rupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang menimbulkan terjadinya

kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib

x
Pajak;ian tempat tinggal.

IM

20
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&

Contoh pajak-pajak tersebut meliputi pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas

baran@lewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

- I

= =

éMenuﬁJt Lembaga Pemungutnya

3 3

é InuriFt Siti Resmi (2016), lembaga pemungut pajak dibagi menjadi dua yaitu :

= O ™

)EPaiéak Negara (Pajak Pusat), merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat suatu
o = &

gn@ara;fyang penyelenggaraannya dilaksanakan untuk mendukung keuangan negara.
gcéntoﬁnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea
g2 =

Sdah Cukai, dan BPHTB.

7S o

)é”P@ak %)aerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemda seperti provinsi, kabupaten/kota,
V O =1

ang hasilnya digunakan untuk pengeluaran rumah tangga daerah masing-masing.

eu%

ugy Ul
9
=
o
X edn
<
IS

. Pajak Provinsi (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan

bermoé_;r), Pajak Kabupaten/Kota (pajak atas reklame, pajak hiburan, dan pajak radio).
X

|stengPemungutan Pajak

ueouaw ed

6

v

gspuex

enurut Siti Resmi (2016) terdapat beberapa sistem pemungutan, yaitu :

ATdW U

Official Assessment System
7]

]

o &

§Dalar§'sistem pemungutan pajak ini, aparatur perpajakan memiliki kewenangan untuk
Q

= (o 4

%menelmkan sendiri besarnya pajak terutang. Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan
= m

(9]

ﬂpemuwutan pajak tergantung pada petugas pajak.

(2) Self A%essment System
Dalar§§istem pemungutan pajak ini, wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan
sendi%besarnya pajak terutang sepenuhnya sehingga Wajib Pajak diharapkan berlaku jujur
dan gfenyadari betapa pentingnya melakukan pembayaran pajak. Berikut adalah
kewegangan Wajib Pajak :

a. Men@tung pajak yang harus dibayar sendiri;

21
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d

Membayar sendiri jumlah pajak yang dibebankan;

o

Mela@an sendiri jumlah pajak yang dibebankan; dan

é% l

ct ertar%gung jawab atas pajak yang harus dibayar.

“SJadl kegaerhasnan pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada Wajib Pajak sendiri.

o LI ==

g x =

)EWith Hplding System

to 3

%P@a sistem pemungutan pajak ini pihak ketiga diberikan kewenangan untuk menentukan
;’J’séﬁdlrgbesarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
g2 =

§pg§fpa1§kan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan
> é; o

perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk
o g 5

3

emotong serta memungut pajak, menyetor, dan bertanggung jawab atas jumlah pajak yang

Ul sl
ew

1,

eruta@ Oleh karena itu, kesuksesan dalam melakukan pemungutan pajak tergantung pada

w edue

keterllgatan pihak ketiga.

A

ara gemungutan Pajak

p UQ)‘]LUI’\(]%JE’DUS
3l

Menurtt Waluyo (2017) ada tiga cara yang dapat digunakan dalam proses pemungutan

w ue

pajak yaltu

telsé{',nyata (riil)

Pajakgyang dikenakan didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga
)

%%Aua

ueyin

J%UJI’]S

emuggutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yaitu setelah penghasilan riil nya

telah d:,ketahm

=

Stels%anggapan (fictive stelsel)
=y

Pajakg(ang dikenakan didasarkan pada sebuah anggapan yang diatur oleh undang-undang.
3

ContdHinya : penghasilan seseorang pada tahun ini dianggap sama dengan penghasilan tahun

x
sebel@mnya sehigga jumlah pajak terutang sudah ditetapkan lebih dulu.

A
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&

c. Stelsel campuran

Stelse@impuran merupakan gabungan dari stelsel riil dan stelsel fiktif. Dimana pada awal

o Etahun ‘;‘;umlah pajak dihitung berdasarkan estimasi dan pada akhir tahun, jumlah pajak
pe ] o,
Lé édlhitu-rgg berdasarkan penghasilan sebenarnya.
53 - 32
7. 2A8as Pengenaan Pajak
2 =2 ®
b EBéUhkuxSasas asas pengenaan pajak menurut Rahayu (2020) :
55 = @
Elj%Agas @o misili menyatakan bahwa pajak yang dikenakan bergantung pada tempat tinggal
73 Yatat dg isili wajib pajak. Jika seseorang tinggal di suatu negara, maka negara tersebut
S8 @
@ §m$milg<i hak untuk mengenakan pajak kepada individu tersebut. Sebagai contoh, jika
325 2
2 5seﬁTan§ wajib pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri, tinggal di Indonesia, maka pajak
25 3 5
E %akan enakan di Indonesia atas semua penghasilan yang diterimanya.
. 9
JsAsas %fmber menetapkan bahwa pajak yang dikenakan kepada wajib pajak tergantung pada
° =
r%sumbe:f._dl mana objek pajak diperoleh. Jika seseorang memiliki pendapatan di suatu negara,
2 =
- Smaka a Begara tersebut memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada individu tersebut.
5 o)

Sebag& contoh, jika seorang wajib pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri,

ue

mendapatkan penghasilan di Indonesia, maka Negara Indonesia akan mengenakan pajak

w_ue

engrasnan atas pendapatan tersebut.

sas gebangsaan, pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak bergantung pada status

SELITLE gmnq%(ua

w
ewafganegaraan dari Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan. Sehingga tidak menjadi
=

‘uesode) ueurggnAuad ‘yeruw eAiey uesnnuad ‘uennuad
P

masa@ darimana asal penghasilan yang akan dikenakan pajak.
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e
ke
8

. Syarat Pemungutan Pajak

Menu@ Susyanti dan Dahlan (2020) syarat pemungutan pajak dibagi menjadi 5, yaitu :

Tha L

yaratrKeadllan

'G

w pued

Pe

3

@utan pajak harus dilaksanakan dengan adil, baik dalam peraturan maupun

21eH

_|sag§nya.

mﬁua

e

,_.
U1 2t
=
o
>

e ue!ﬁe\q(;?s d

ﬁgwpmﬁ exd

P urg]utan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai

12s.ne)
QD
Bn!
in}

man hukum untuk menyatakan keadilan bagi warga negaranya.

us

(%un

epuigbue

rat’Ekonomis
m

TSN

- oPajak mng dipungut tidak boleh menghambat perekonomian rakyat.

nni

drsi

Syaratailnanmal

11

Pemu@utan pajak yang dilakukan tidak boleh melebihi pedoman biaya pemungutannya.
=
Syarat§ederhana

W edue

Luruuea

- )
Pe murﬁ]utan pajak yang dilaksanakan harus sederhana dan mudah dipahami untuk

uesi

memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

e

ax /g'mdance

enge-r’tlan Tax avoidance

ﬁ
Tax avoidance merupakan tindakan yang umumnya dilakukan oleh wajib pajak
m

dengqg-tUJuan untuk mengurangi beban pajak yang dibebankan kepada mereka, baik secara

quins ue&bnqaﬂu_?w ue

‘uedode) ueuns@uad @eiwl eAiey
HIE)

|ndivgu maupun badan dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan (grey area)
agar gaktik penghindaran pajak tersebut tidak melanggar aturan-aturan perpajakan yang
berlalé (Swandi dan Prasetyo, 2024). Singkatnya tax avoidance adalah tindakan legal yang
meru%kan sumber pendapatan negara.

ilansir dari (https://pajakku.com) Tax avoidance merupakan tindakan penghindaran

pajakzang dilakukan dengan tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara pemanfaatan

&
- 24
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celah ketentuan perpajakan di sebuah negara. Umumnya tax avoidance bersifat legal dan

tidak @Ianggar hukum, namun tidak etis dan memiliki dampak yang merugikan terhadap
- u
gpeneri&haan anggaran negara khususnya di Indonesia (Catrine, 2021).

§ bg Pengukuran Tax Avoidance

g 1% I\/%del CETR (Cash Effective Tax Rate)

g% éash ETR adalah pembagian antara kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk
%p%g f}zaran maupun beban pajak dengan laba sebelum pajak. Cash ETR berbanding terbalik
%déagaépenghlndaran pajak. Semakin tinggi Cash ETR, maka tingkat penghindaran pajaknya
%sei)ﬁ\akgl rendah, begitu pula sebaliknya. Berikut rumus Cash ETR menurut (Pratomo dan
> C

SRana, 021).

bu

q%uo;m

TR — Pembayaran pajak secara kas 100%
- Laba Sebelum Pajak x ?

2.

el TRR (Tax Retention Rate)

x Retention Rate digunakan untuk mengukur rasio yang menggambarkan tingkat

319 genl

efektl\mas perencanaan pajak perusahaan, dihitung dengan membandingkan laba bersih

dengan laba sebelum pajak perusahaan (Gabriella dan Siagian, 2021).

Laba bersih perusahaan
TRR =

Laba sebelum pajak

g MRSy

w

wModel CUETR (Current Effective Tax Rate)

:Jaquins ueyingaAuauluep ueyuwniuedsusuw edue) 1ul sin eA

Siu

gada penelitian ini digunakan proksi Current ETR karena dapat menggambarkan
=)
dengzg' baik kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan. Current ETR dihitung dengan
memlggl beban pajak saat ini dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi Current ETR,

|nd|ka_s! perusahaan melakukan tax avoidance semakin rendah; sebaliknya, semakin rendah

Curreﬁ ETR, peluang perusahaan melakukan tax avoidance semakin besar.

IM
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Berikut rumus perhitungan Current ETR menurut Kiryanto dan Lestari dalam (Richie

dan Triyanl 2019) :

* Current ETR =

Current Tax Expense

Pretax Income

“Thin Capitalization

Thin Capitalization adalah sebuah metode yang diterapkan sebuah perusahaan untuk

e uelbegasdiynbusw bueie)iqg |

unpunig efdig seH

ﬁngurangl dan menekan beban pajak. Thin capitalization adalah pembentukan struktur

%dal dlmana jumlah liabilitas lebih besar dibandingkan jumlah ekuitas perusahaan.

ne

pun

388

aKln tinggi struktur utang dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga beban

nga yang harus dibayarkan. Dalam konteks ini, beban bunga dapat digunakan untuk

2k E/U% ynd
BUE@Q 6

c

éu! SN

enthrangl pendapatan yang dikenai pajak (Utami dan Irawan, 2022).
Per‘aturan perihal thin capitalization telah diatur dalam Undang-Undang khususnya yang

berkaltan dengan rasio liabilitas terhadap ekuitas. Pendekatan rasio hutang dan modal diatur

uesuaw edue

aIam‘Peraturan Menteri Keuangan No0.169/ PMK.010/2015 mengenai Penentuan Besarnya

P UEé_LUﬂ],

“Perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak

oWl

gPenghasnan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).
Pengukuran thin capitalization menurut Wati dan Utomo dalam (Anggraeni dan

Oktawanl 2021) adalah sebagai berikut :

:Jaquins ueinga

DER : Total Hutang x 100%

& " Total Ekuitas

11. Safes Growth
Qefinisi sales growth menurut Sri dalam Ziliwu dan Ajimat (2021) peningkatan
penjuélan adalah indikasi bahwa penjualan dari tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan

karené{ingginya permintaan dari pelanggan. Peningkatan penjualan berperan penting dalam
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=N
X
~4

manajemen modal kerja perusahaan, karena membantu perusahaan dalam memperkirakan

poten@laba yang dapat diperoleh melalui pertumbuhan penjualan. Dengan adanya
- u
cpeningkatan pertumbuhan penjualan, keuntungan perusahaan cenderung meningkat,

eJe)

gsehing%a perusahaan kemungkinan besar akan mencurigai adanya praktik penghindaran
3 3
Epé};ak, iarena laba yang tinggi akan berdampak pada peningkatan beban pajak yang harus

gdlo%en%l.

) § I§Ienurut Sumantri et al (2022) sales growth dapat memprediksi berapa besarnya
%kej:intt%gan akan diperoleh perusahaan dibandingkan dengan peningkatan pertumbuhan
%p%jua%n yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi rasio sales growth maka dapat

dikasikan pertumbuhan penjualannya semakin baik, sebaliknya jika rasio pertumbuhan

e y
6u§5un
4U|§Ep s

enju%annya rendah hal ini menunjukkan adanya penurunan penjualan yang dialami oleh

Jiursyny e
fje

perusahaan

e

§Berikut rumus untuk mengukur pertumbuhan penjualan menurut (Ramadhan dan

2
Suripto, 2022) :

)
B
Sales Growth Sales t — Sales (t — 1)
ares Growth = Sales (t—1)
S5
7]
s
=

12. Benus Plan

urut Hartati dalam Suryantari dan Mimba (2022) mekanisme bonus adalah

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueyuwniuedsusw edy

siufig 3

mekag_sme suatu perusahaan untuk mengapresiasi karyawan atau direksinya saat
perus&aan memperoleh laba dari aktivitas perusahaan. Kebijakan ini diberikan oleh pemilik
perus%aan atau pemegang saham kepada anggota direksi yang berkompeten. Oleh karena
itu se‘q’ap anggota direksi berusaha meningkatkan kinerjanya agar mendapatkan bonus.

Sq*;erti hal yang disampaikan menurut Hartati dalam Suryantari dan Mimba (2022)

mekagsme bonus adalah suatu yang bertujuan untuk meningkatkan kompensasi direksi atau

27
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Q

manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara menyeluruh. Semakin besar

laba yang diperoleh oleh perusahaan, semakin baik citra direksi atau manajemen akan

gterlihaE sehingga perlu diberikan penghargaan berupa bonus karena telah menghasilkan

eJe

Dkinerjiyang memuaskan bagi perkembangan perusahaan.

3 E
T :
é 2 Menurut Sari dan Djohar (2022) perhitungan mekanisme bonus dihitung menggunakan
S 9O &
?gln%eks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) dengan perhitungan sebagai berikut :
o Y A
@ 5
o .
> S 4 ITRENDLE — Laba Bersih Tahun T 100%
) LEC o ~ Laba Bersih TahunT — 1 °
glg. Kgalitas Audit
8 2 _ _ _ .
=~ © Rualitas Audit merupakan suatu tindakan auditor dalam melaksanakan audit

S

§berdas§rkan standar auditing yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil auditnya

—

Q

§berdasérkan kecukupan bukti yang ada kepada pihak yang memiliki kepentingan. Kualitas
3 3

“audit gapat dinilai berdasarkan ukuran Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit.

§Apabila perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik big four (Ernst & Young, Deloitte,
§PricewaterhouseCoopers, dan Klynveld Peat Marwick Goerdeler) maka dipercaya memiliki
%tingk@tpenghindaran pajak yang kecil (Monika dan Noviari, 2021).

% E/]enurut Sorialam et al (2022) kualitas audit merupakan hasil kerja audit yang
Sindependen dimana auditor menemukan dan melaporkan kesalahan penyajian pada laporan

keuangan klien. Definisi berikut membagi kualitas audit menjadi dua bagian: (1) Kekeliruan
penyagian dapat ditemukan oleh auditor. Kapasitas auditor untuk menemukan salah saji
mencerminkan kompetensinya (2) Respons yang tepat terhadap ketidakakuratan. Hal ini

berkaitan dengan kewajiban auditor untuk bersikap objektif dan independen.

= 28
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14. Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), Komite Audit adalah sebuah komite

—_ -

S/ang beroperasi dengan profesionalisme dan independensi, bertugas membantu dewan

Q

o
ckomisaris dalam melakukan pengawasan. Tugasnya meliputi melakukan peninjauan

3 =

éte%adap sistem pengendalian internal perusahaan, mengevaluasi kualitas laporan keuangan,
Tgda% méhilai efektivitas fungsi audit internal. Menurut lIkatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
%tug-jan’dibentuknya komite audit adalah untuk dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan
%m?qfnaétikan adanya mekanisme checks and balances yang memadai dengan tujuan akhir
o 2

Q .

]

Sadalah :memberikan perlindungan yang maksimal kepada pemegang saham dan pemangku
> C .

gkg%ent'iingan lainnya

% Menurut PJOK No. 55/PJOK 04/2015, komite audit adalah sebuah komite yang
%didirikan, ditunjuk, dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Komite audit harus
%terdiri dari minimal tiga anggota, dengan salah satunya adalah anggota dewan komisaris
%ndependen yang juga bertindak sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya
éadalah pihak eksternal yang bersifat tidak memihak. Salah satu tugas utama komite audit

odalameperusahaan adalah mendukung serta melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap

=)
<
@D

=3 - - - - -
=pelaksanaan peran direksi dalam mengelola perusahaan secara profesional dan independen.

Q
)

%Selain itu, komite audit juga bertanggung jawab untuk mengawasi kemungkinan konflik

(on

%)kepehtingan dan tindakan curang yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan dalam

perusahaan, serta mengawasi laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-643/BL/2012 mengenai

Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit disebutkan bahwa :

(1) "Rapat komite audit diadakan secara rutin paling kurang satu kali dalam tiga bulan.

29
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EN g

gumlu

eauaw eduey Iyrpny eAley ynanyas neje ueibeqas dinnbusw Buede)jq -y

e

(2) Rapat komite audit hanya dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah

@nggota.
I

(3) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

4) 7§Etiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat

3
T =
2 perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota
€ m
EUY I§)mite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
= (0]
§ maPada penelitian ini pengukuran yang dipergunakan adalah frekuensi pertemuan rapat
a;flgg&a komite audit (Ngabdillah et al, 2022).
o @3
A
g = Rapat Komite Audit = E]umlah Rapat
Q =
@ 3
)
Penglitian Terdahulu
%

gejumlah penelitian terdahulu mengenai tax avoidance telah dilakukan peneliti

b

G) . . .-
emaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

rdahglu dengan menggunakan berbagai variabel. Berikut ini adalah tabel yang
=)

:1agquINns ueyingakusw uep ue

psiusigpmnsul

No. ¢tNama Penelitian | Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian
Penelitian
1. IFahmi Rochmat | Pengaruh Koneksi Y : Tax 1. Koneksi Politik tidak
gabdillah, Bima | Politik, Komisaris Avoidance berpengaruh terhadap
inintya Pratama, | Independen, Kualitas | X1 : Koneksi tax avoidance.
Novi Dirgantari, | Audit, dan Komite Politik 2. Jumlah Anggota
Hardiyanto Audit Terhadap Tax | X2: Komite audit tidak
ibowo (2022) Avoidance Komisaris berpengaruh terhadap
Independen tax avoidance.
X3 : Kualitas |3. Jumlah Rapat Komite
: Audit audit berpengaruh

3|o uepy
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Bonus Plan
Terhadap Tax
Avoidance Practice

Capitalization
X3:
Profitabilitas

terhadap tax
avoidance.
Profitabilitas

X4 : Komite negatif terhadap tax
Audit avoidance.
@ . Komisaris Independen
. ;J ,:,':,_ tidak berpengaruh
o 0, terhadap tax
@ ]
= = avoidance.
c - . -
=3 - |2 Kualitas Audit tidak
Q:j’é =~ |® berpengaruh terhadap
g = g @ tax avoidance.
z ‘é% %indawati Ziliwu, | Pengaruh Umur | Y : Tax Secara simultan umur
E’% g gAJimat (2021) Perusahaan dan Sales | Avoidance perusahaan
c
= é a Growth  Terhadap | X1 : Umur berpengaruh terhadap
R = g Tax Avoidance Perusahaan tax avoidance.
— >3 .
2 q 2 |2 X2 : Sales Secara simultan sales
g >
é d @C =. Growth growth berpengaruh
o x 3 |& terhadap tax
o =1 -
=4 2 |5 avoidance.
g %:3. Ni Putu Lissya Sales Growth Y : Tax Transfer pricing tidak
§_ 3 ;%uryantari, Memoderasi Avoidance mempengaruhi tax
§‘E ANi Putu Sri Harta | Transfer Pricing, X1 : Transfer avoidance.
'g = i/limba (2022) Thin Capitalization, | Pricing Thin capitalization
-
; § Profitabilitas, dan X2 : Thin berpengaruh negatif
A=
5 3
~ X
QL o
< 3
0 d
=5
> 3
>
et
2 g
k|

X4 : Bonus berpengaruh positif

Plan terhadap tax

X5 : Sales avoidance.

Growth Bonus plan tidak
berpengaruh terhadap
tax avoidance.

4. Pengaruh Thin Y : Tax Thin  Capitalization
Capitalization dan Avoidance berpengaruh  positif
Transfer Pricing X1 : Transfer terhadap tax
Agressiveness Pricing avoidance.
terhadap X2 : Thin Transfer Pricing
Penghindaran Pajak | Capitalization berpengaruh  positif
dengan Financial terhadap tax
Constraints sebagai avoidance.

Variabel Moderasi Financial Constraints
berpengaruh  positif
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Suripto (2022)

Growth, Dan
Managerial

X1 : Leverage
X2:

tax avoidance.
Profitabilitas

terhadap tax
avoidance.
®
-+ 5. m:ESiti Salwah, Pengaruh Aktivitas Y : Tax Thin  Capitalization
? = “Eva Herianti Thin Capitalization | Avoidance berpengaruh  negatif
S g 92019) Terhadap X1 : Thin terhadap tax
E“; _ g Penghindaran Pajak | Capitalization avoidance.
542 |F
gj’é 6. |cAgustin Dwi Pengaruh Y : Tax Karakter Eksekutif
S 9 g ZHaryanti (2021) Karakteristik Avoidance berpengaruh  positif
=g = @ Eksekutif, X1 : Karakter dan signifikan
~32 2 Pertumbuhan Eksekutif terhadap tax
za e g Penjualan, dan X2 : avoidance.
=d 2 |= Ukuran Perusahaan | Pertumbuhan Pertumbuhan
@ 5 é S Terhadap Tax Penjualan Penjualan berpengaruh
E l g :-,. Avoidance X3 : Ukuran negatif dan signifikan
%5 § 3 Perusahaan terhadap tax
= ; <5 avoidance.
o9 3 Ukuran  perusahaan
% ; ; berpengaruh  positif
=3 - dan signifikan
Z = terhadap tax
5 ] = avoidance.
o 3 5
> 27. [*Banni Haniyyah, | Pengaruh Karakter | Y : Tax Leverage tidak
% § “Ramadhan, Perusahaan, Sales Avoidance berpengaruh terhadap

Ownership Terhadap | Profitabilitas berpengaruh  negatif
Tax Avoidance X3 : Sales terhadap tax
Growth avoidance.
X4 : Ukuran Sales growth tidak
Perusahaan berpengaruh terhadap
X5: tax avoidance.
Managerial Ukuran  perusahaan
Ownership berpengaruh  positif
terhadap tax
avoidance.

. Managerial ownership
tidak berpengaruh
terhdap tax avoidance.

8. ndah Pengaruh Pajak, Y : Transfer Pajak berpengaruh
Ratsianingrum, Mekanisme Bonus, Pricing. signifikan positif

adjarn Harimurti,

dan Ukuran

o
=
7]
®
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Audit, dan Karakter
Eksekutif Terhadap
Tax Avoidance

Profitabilitas
X2 : Leverage
X3 : Komite
Audit

dan Djokon Perusahaan X1: terhadap transfer
Kristianto (2020) | Terhadap Transfer Perputaran pricing.
@ Pricing Pajak Mekanisme Bonus
;J i;_ X2: _ b_erp_erlgaruh N
of o Mekanisme signifikan positif
é E’ Bonus terhadap transfer
3+ 2 X3 : Ukuran pricing.
d % |® Perusahaan Ukuran  perusahaan
é- g @ berpengaruh  negatif
4o g dan signifikan
%_ 5 = terhadap praktik
15 |& transfer pricing
o 9= |PDudi Pratomo, Pengaruh Y : Tax Kepemilikan
qs “Risa Aulia (2021) | Kepemilikan avoidance institusional
E_ S =. Institusional, X1: berpengaruh negatif
g- g & Komisaris Kepemilikan terhadap tax
33 ; Independen, Dan institusional avoidance.
el S Komite Audit X2: Komisaris Independen
2- 5 Terhadap Komisaris berpengaruh negatif
él % Penghindaran Pajak | Independen terhadap tax
ks = X3 : Komite avoidance.
1 B audit Komite audit tidak
g > berpengaruh terhadap
g ) tax avoidance.
= 10. |Buripto (2021) Pengaruh Corporate | Y : Tax CSR berpengaruh
4 Social Avoidance negatif dan signifikan
; Responsibility, X1:CSR terhadap tax
9 Kualitas Audit dan X2 : Kualitas avoidance.
! Manajemen Laba Audit Kualitas Audit
%— Terhadap Tax X3: berpengaruh positif
- Avoidance Pada Manajemen terhadap tax
5_ Perusahaan Laba avoidance.
E Pertambangan Yang Manajemen Laba
Terdaftar di Bursa berpengaruh tidak
Efek Indonesia berpengaruh terhadap
tax avoidance.
Pengaruh Y : Tax Profitabilitas terbukti
Profitabilitas, Avoidance memiliki pengaruh
Leverage, Komite X1: positif terhadap tax

avoidance.
Leverage terbukti
memiliki pengaruh
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X4 . Karakter positif terhadap tax
Eksekutif avoidance.
Komite terbukti

Q

Al = memiliki pengaruh
of g negatif terhadap tax
ER: avoidance.
3+ 2 4. Karakter eksekutif
g = = berpengaruh positif
g5 |2 terhadap tax
1o |F avoidance.
= @, gerdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda
c C -
gm§nge§rai pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. Ngabdillah et al (2022)
fmcnya&akan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
Q -
an j@nlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Menurut

3
enelifian Pitaloka dan Merkusiawati (2019) menyatakan komite audit berpengaruh negatif
A

Q
wterhadg) tax avoidance, namun penelitian menurut Pratomo dan Rana (2021) menyatakan

=
ﬁbahwagkomite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
=)

%’erdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda

due%u snn&_e/ﬂe

uawl

ue

engenai pengaruh sales growth terhadap tax avoidance. Menurut penelitian Ziliwu dan

jimat (2021) menyatakan bahwa sales growth berpengaruh signifikan terhadap tax
7]

$9LU U%) ueyuwnl

[y
void&Tﬁce. Menurut hasil penelitian Haryanti (2021) berpendapat bahwa sales growth

=

cberpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang
@

?dilakl%an oleh Ramadhan dan Suripto (2022) yang menyatakan sales growth tidak

S uegnqu

agquw

berpe@aruh terhadap tax avoidance.

gerdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda
meng§1ai pengaruh thin capitalization terhadap tax avoidance. Suryantari dan Mimba
(202% Salwah dan Herianti (2019) menyatakan thin capitalization berpengaruh negatif

terhadap tax avoidance. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami

34

319 uep] YIMH



‘OyVIg] uiz! eduey

undede ynjuaq wejep iUl siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

10§

SSINISNY 40 TOOL

HID NV AIM]

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q
‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw eAsey uesinuad ‘uennauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbusd e

dan Irawan (2022) yang berpendapat bahwa thin capitalization berpengaruh positif terhadap

tax a\@ance.

u
Hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan pada pengaruh bonus plan

byedseyqg -yl

erhad-gp tax avoidance. Menurut Ratsianingrum et al (2020) mekanisme bonus berpengaruh
3

@nlflﬁan positif terhadap transfer pricing (tax avoidance). Namun penelitian milik

busw
v,
H

s din
nggdio

S yarrtarl dan Mimba (2022) menyatakan bonus plan tidak berpengaruh terhadap tax

Q

o
ms&) oy

(@]

D

Benelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh kualitas
o)

it tgrhadap tax avoidance. Menurut penelitian Suripto (2021) kualitas audit berpengaruh

19s neje ugibege

nJn

bugpbun-guepun 16unBu

a

Adey y
ps

©

itiﬁ’terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngabdillah

Jui

sgni e

t al. 32022) yang berpendapat bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax

g) Ul
je

avmd&ﬁce

MY e

Kerangka Pemikiran

ey

Igerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang menunjukkan hubungan antara

()
ariabel independen dan dependen yang akan diteliti. Kerangka pemikiran disusun

Ul Uep yesuwniuesysu edu

berdasarkan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian serta penelitian terdahulu.

=
7]

Pe@aruh Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance
(o

gnin capitalization merupakan pembentukan struktur modal dimana kombinasi
=

keperfg:llkan utang lebih besar dibandingkan modalnya. Thin Capitalization mengutamakan

:Jaquins uexgagakus

pendaﬂaan melalui utang dalam struktur modalnya, yang dapat menimbulkan insentif pajak
=

berupabeban bunga yang dapat dianggap sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di sisi
q

lain, avestasi modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Perbedaan perlakuan
=

antar@unga dan dividen ini dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengurangi

~
beba@ajak (Anggraeni dan Oktaviani, 2021).

B
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Hubungan antara thin capitalization dengan teori agensi terjadi karena adanya tekanan

dari principal untuk selalu menampilkan kinerja keuangan yang baik, maka agen

—

cmempginyai perilaku oportunistik untuk meminimalisir beban pajak. Salah satunya dengan

eJe)

2mengguinakan thin capitalization, hal ini dikarenakan dengan menggunakan struktur hutang

aw b

Sidin BH

g I;zbih tinggi akan menimbulkan insentif berupa beban bunga, dimana beban bunga

s dinp

bérperan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (deductible expense). Sedangkan

hut ungan antara thin capitalization dengan teori perilaku yang direncanakan merujuk pada

ilaku manajer (agen) dalam merencanakan struktur modal mereka. Dalam konteks thin

125 peje ugbeqa
-@Jepugﬂﬁun@_]!g

nJan

C |taI|zat|on agen menerapkan struktur hutang yang lebih tinggi, agar mendapat insentif

Aiey y

ﬁugjum

b paﬁbeban bunga. Maka dari itu banyak perusahaan yang memilih struktur pendanaan

engan menggunakan thin capitalization agar penghasilan kena pajak yang dikenakan lebih

%UU\ Sd_ﬂ], e

kecil. Menurut penelitian Utami dan Irawan (2022) menyatakan bahwa variabel thin

capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan semakin

w edu

inggi Sthin capitalization yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi pula

wnjuesua

%Tkecenderungan perusahaan dalam menggunakan utang pada pembiayaannya sehingga

“semakin besar kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan. Penelitian ini sejalan

D

fjadeng;n penelitian yang dilakukan oleh Jumailah (2020) yang juga berpendapat bahwa thin

w uep

4inq

gcapltaTzatlon berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

_%. Pe‘ngaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance

Menurut Dewinta dan Setiawan dalam Mariani Desy (2020) sales growth berperan
dalamzmanajemen modal kerja karena dapat menggambarkan peningkatan penjualan suatu
perusahaan dan dapat memperkirakan seberapa besar profit yang akan diperoleh perusahaan
dengag besarnya peningkatan penjualan tersebut. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan
penjuélan, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. Oleh karena

itu beban pajak yang akan ditanggung perusahaan juga pasti akan mengalami peningkatan.
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Besarnya beban pajak yang timbul akibat dari tingginya tingkat penjualan menyebabkan

perusahaan memiliki kecenderungan yang besar untuk melakukan tax avoidance.

1na-l

fujuan tax avoidance dilakukan adalah untuk meminimalkan beban pajak perusahaan,

dimana perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang signifikan lebih berkepentingan

nbuawl 6U€JE

1eH

mejakukan tax avoidance dibandingkan dengan perusahaan yang stagnan atau malah rugi.

as dn

|n| juga sejalan dengan teori perilaku yang direncanakan (planned behavior). Dimana

yelbe

a

Bpun |g_e1d|

nt ,(manager) berusaha melakukan perencanaan untuk menghindari beban pajak yang

gi yang diakibatkan dari tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi. Sedangkan kaitan

]ainele
@m 16

ypan
@.BUB

ra pertumbungan penjualan dengan teori agensi adalah, teori agensi mengakui bahwa

2
Q.
Q
ijapat informasi asimetris antara manajemen dan pemegang saham. Hal ini dikarenakan

NNy efaey

manajemen memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi internal perusahaan. Dalam

ul sl

ituasiini, manajemen dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengejar pertumbuhan

w egnum [

D,

gpenjualan yang mungkin terlihat menguntungkan, namun sebenarnya dapat

Q
-

gmenyembunyikan risiko atau dapat merugikan pemegang saham. Menurut hasil penelitian

=
Q

—Honggo dan Marlinah (2023) menunjukkan bahwa sales growth mempunyai pengaruh yang

-]

=signifikan terhadap penghindaran pajak karena dalam pertumbuhan penjualan perusahaan

-]

ok

cakan perusaha memaksimalkan laba yang dihasilkan sehingga dapat menekan beban pajak

= -
o))

~perusihaan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian milik Mariani (2020) yang memiliki

c

3 L
_(Ehasil Se»rupa, yaitu sales growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran

pajak.' Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka semakin menggambarkan
bahwagperusahaan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga menimbulkan beban pajak
yang -esar juga. Besarnya beban pajak yang timbul dari tingginya tingkat penjualan
mengakibatkan perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak untuk

mengukangi beban pajak yang seharusnya.
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3, Pengaruh Bonus Plan terhadap Tax Avoidance

‘Mfekanisme bonus adalah kebijakan yang diberikan oleh owner sebuah perusahaan
Catau péfmegang saham untuk pegawai yang berkompeten, sehingga para pegawai termotivasi

2dan da{pat mencapai goals perusahaan. Hal ini juga berdampak pada peningkatan keuntungan

({®)

eJe)

w

épa:usahaan (Sujana et al., 2022).

Hubungan antara teori perilaku yang direncanakan dan bonus plan terjadi karena

gas dnn
nig exdin

eipe
o
B2

am hal ini agent (manajer) akan berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan

ngie u

purgbun

akéjmal mungkin dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan, yaitu dengan

(v}

Iakukan transfer pricing. Yaitu memindahkan laba perusahaannya ke anak perusahaan

€

dn)os

=

g rﬁémiliki tarif pajak lebih rendah. Hal ini tentu menguntungkan perusahaan (principal)

bueBun

karena: beban pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah tanpa harus melanggar peraturan

due_gu! el QA@ yn

erpajgkan. Dan dari sisi agent (manajer) juga akan diberikan imbalan berupa bonus jika

dapat irhenjamin kesejahteraan principal. Hal ini juga sejalan dengan teori agensi yang

uaule

0

gmenyaitakan bahwa manusia adalah individu yang mementingkan dirinya sendiri, sehingga
=agent akan berusaha melakukan berbagai cara untuk mendapatkan bonus.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratsianingrum et al (2020) dan

Ausw uep ue Run

Patriandari dan Cahya (2020) mekanisme bonus terbukti berpengaruh signifikan positif

erhadib praktik tax avoidance. Hal ini dikarenakan bonus membuat direksi melakukan

ueyjnge

gkebijafan akuntansi yang lebih bagus dan efektif untuk membuat laba bersih meningkat.

agquw

~Dan sglah satu kebijakannya adalah dengan melakukan praktik tax avoidance.

4. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

‘Kualitas audit dapat didefinisikan sebagai evaluasi terhadap sejauh mana auditor
meméﬁuhi standar etika akuntan publik dan Standar Profesional Akuntan Publik dalam
meng;é‘.udit laporan keuangan perusahaan. (Monika dan Noviari, 2021). Ukuran kualitas audit

dapat%ilihat berdasarkan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik. Jika perusahaan diaudit
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oleh KAP big four (Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, dan Klynveld Peat
Marwick Goerdeler) maka dipercaya memiliki tingkat penghindaran pajak yang kecil.

Teori perilaku yang direncanakan mempunyai keterkaitan dengan kualitas audit. Salah

1na-l

buele

satu faktor dalam teori perilaku yang direncanakan yaitu norma subjektif. norma-norma yang

e&kaitidengan kualitas audit, seperti independensi, integritas, dan objektivitas. Jika auditor

s d!m[:}_qauj

lg@dio

mematahi norma-norma tersebut maka diharapkan menghasilkan kualitas audit yang baik.

Selain |tu melalui faktor persepsi kontrol perilaku, auditor dapat mengetahui hambatan dan

1e ueibeqs

6ung.1

Q)

ckesulltan melalui pengalaman kerja di masa lalu sehingga pengalaman kerja tersebut dapat

CL

19S

Ed@dikan pembelajaran saat melaksanakan audit agar kualitas audit lebih baik lagi.
> C .
x 3 -
gs@angkan kaitan teori agensi dan kualitas audit adalah untuk meminimalisir masalah

O Qa

epercayaan antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal tidak memiliki akses langsung

erhadap informasi yang dimiliki oleh agen. Dalam konteks kualitas audit, kualitas audit

ang tinggi dapat membantu membangun kepercayaan antara prinsipal (pemegang saham)

edugy 1ul s

Y

dan agen (manajemen). Audit yang dilakukan secara independen dapat memberikan

winiuesu

=

okeyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan telah diperiksa dengan akurat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mira dan Purnamasari (2020) dan Kusnadi

afuaw uepu

o
a5}

ndoyo (2022) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan negatif

%
had:ép tax avoidance. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa

UeMIng

@D
=

ualitas audit yang tinggi, yang diukur berdasarkan auditor dari Kantor Akuntan Publik Big

?JSC;L%JDS

Four, rﬁengakibatkan penurunan tingkat penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang

diaudtt.
5. Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

BPefinisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) adalah sebuah

komitgyang dibentuk secara profesional dan independen, bertugas untuk mendukung dewan

komigaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Fungsi tersebut mencakup peninjauan
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/\77

N
A

=
=
4

terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, evaluasi terhadap kualitas laporan

keuar.1 dan penilaian efektivitas fungsi audit internal. Selain itu, komite audit juga

Q.'L

rtan@gung jawab dalam mengevaluasi risiko yang dihadapi perusahaan, serta memastikan

fuede)l

kepatlman terhadap peraturan yang berlaku.

3

Komite audit dibentuk dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dan bertugas
™

amzmelakukan pengawasan terhadap audit laporan keuangan, manajemen risiko, dan

s dinnbuswi

d

qa
g Zxdig veH

) O

ks

<5)

p naan audit. Menurut PJOK No. 55/PJOK 04/2015 komite audit beranggotakan

ueibe

!ﬁungu

mnns

rang-kurangnya tiga orang anggota, dengan satu di antaranya adalah komisaris

as peje
%uep%

Qusig

ependen dan dua orang lainnya merupakan pihak eksternal yang netral. Peran komite

it Sangat penting karena mereka berperan penting dalam melaksanakan struktur

4ug;u2p

QD
bE2pun

13 efsey yndny

wpenge@ﬁallan internal yang baik, dan berperan penting dalam melaksanakan audit internal

mauptﬁ eksternal agar sesuai dengan standar audit yang berlaku.
A

= . . .
Jumlah rapat komite audit merupakan salah satu faktor penting untuk memantau
A

ue 1uj

merja;komlte audit saat melaksanakan tugasnya. Dengan adanya rapat komite audit, dapat

uexwnuesusw ed

D
menjadi media komunikasi antar anggota-anggotanya untuk menyajikan laporan keuangan

UL uep

yang akurat dan melaksanakan pengendalian internal yang baik. Semakin sering rapat

=2
ilaklﬁan maka semakin meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan. Berdasarkan

%?Aue

s ueyin

Kepuﬁ-san Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan
S

ela@naan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit mengadakan pertemuan

'Ja_%um

7
secaraxutin setidaknya sekali dalam tiga bulan.
)

=

_I;omite audit memiliki keterikatan dengan teori agensi, dimana semakin tinggi
freku§13i rapat yang dilakukan oleh komite audit memungkinkan fungsi pengawasan yang
dilakl%an semakin intensif. Dengan adanya frekuensi rapat secara berkala dapat membuat
komt;kasi yang terjalin semakin terbuka dan transparan antara manajemen perusahaan,

komii"audit, dan pemegang saham sehingga komunikasi dapat lebih teratur dan menyeluruh
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EN g

antara semua pihak yang terlibat. Hal ini berdampak untuk meminimalisir permasalahan

pada @ri keagenan (mengurangi risiko kecurangan atau perilaku yang merugikan para

—_

: u
g_peme@ng saham lainnya). Sedangkan kaitan teori perilaku yang direncanakan dan kualitas

Zaudit %alah dalam konteks komite audit, anggota komite audit perlu memiliki sikap yang
3

gkét terhadap kepatuhan terhadap standar audit, transparansi, dan akuntabilitas. Mereka

SO m

gp&lu inemahami pentingnya melaksanakan tugas secara independen untuk melindungi
o Y

eJe

oWl

gk@en@gan pemegang saham.

= Q g

2 gcl @da penelitian terdahulu milik Ngabdillah. et al (2022) menyatakan bahwa komite
£33

Saudit g_engan proksi jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap
2 o 9

)] =)

penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah rapat komite audit dalam
)

nj

3 = - - - - -
”’perusagaan maka semakin rendah indikasi perusahaan untuk melakukan tax avoidance
: -+

3

%karenasv: komite audit berperan untuk memantau tindak kecurangan yang dilakukan
5 =

gmanajéhen. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pitaloka
Q E'

“dan Aryani Merkusiawati, 2019).
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Gambar 2.1

@

Skema Kerangka Pemikiran

Thin Capitalization (X;)

Sales Growth (X;)

Tax Avoidance (Y)
Bonus Plan (X3)

Kualitas Audit (X,)

buepun-buepun 1bunpuniqg eidig yeH

Komite Audit (Xs)

1 1u1 siny eAuey ynamas neje uelbeqas diynbuaw buese)q -|

D. Hipetesis Penelitian

edue
)I!MEE)I!IELUJOJUI uep siusig 3n1Isul) OXY 191 11w erdid yeH

gerdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membuat
9]
ipotesis sebagai berikut :

Hal : Thin capitalization berpengaruh positif terhadap tax avoidance

aIaZ : Sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance
[y

Ela3 : Bonus plan berpengaruh positif terhadap tax avoidance
(o 4

¥a4 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

Jaguins UEXlnquUGUJ uep UE’%_LUI’HUE’Z)USLU

a5 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
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